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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the influence of the realization of the previous budget and the date of Local 
BUDGETS Assignment to SiLPA, as well as analyzing the influence of PAD, SiLPA and DAU to next 
year development budget. This research consists of 5 independent variables and 2 dependent variables. The 
independent variables namely: PAD, DAU, SiLPA, realization of Budget the date of Local BUDGETS 
Assignment. While the dependent variables are the SiLPA and Quantity of next year development budget.  
The Data used in this study is secondary data taken from BPS and Internet. This research uses Multiple 
Regression Analysis, and Excel 2007software was used to do the calculation. Results from the study shows 
that SiLPA is affected by the realization of the Budget but is not affected by the date of Local BUDGETS 
Assignment. While the quantity of next year development budget is affected by the PAD, SiLPA and DAU. 
 
Keywords : Next year development budget, PAD, SiLPA, DAU, The date of Local 
BUDGETS Assignment. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Anggaran pembangunan daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan 
penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan di dalamnya tercermin kebutuhan 
masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran 
pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah  (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 
pendanaan swasta. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, 
yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Sumber penerimaan daerah 
terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang 
sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi dan Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan Bagi hasil pajak/bukan pajak. Adanya transfer dana (DAU) bagi Pemda 
merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan 
pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD). Selain dari PAD 
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dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
Sebelumnya masih sedikit peneltian yang menggunakan SiLPA sebagai variabel 
dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Realisasi Anggaran dan Tanggal 
Penetapan Perda APBD berpengaruh terhadap SiLPA. Sebaliknya, telah banyak penelitian 
yang menggunakan belanja modal sebagai variabel dependen. Penelitian ini pun menggunakan 
belanja modal sebagai variabel denpenden, namun yang digunakan adalah anggaran murni 
tahun berikutnya. Yang dimaksud anggaran murni tahun berikutnya adalah anggaran belanja 
modal tahun berikutnya dikurangi SiLPA. Penggunaan variabel anggaran murni di sini 
dimaksudkan untuk mengetahui belanja modal yang benar-benar murni dianggarkan pada 
tahun itu, dan bukannya sekedar menyelesaikan program lahun lalu. Penelitian ini juga 
dilakukan untuk mengetahui apakah PAD, SiLPA dan DAU berpengaruh terhadap besaran 
anggaran murni tahun berikutnya. 
 
Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang 
akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Realisasi Anggaran 
berpengaruh terhadap Anggaran Pembangunan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta? Apakah Tanggal Penetapan Perda APBD berpengaruh 
terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)? 
 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan 
Realisasi Anggaran terhadap Besaran Anggaran Pembangunan pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta serta pengaruh Tanggal Penetapan 
Perda APBD terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) . 
 
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Lalu 
Realisasi anggaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi 
pengeluaran anggaran belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada tahun sebelumnya. Realisasi anggaran belanja 
dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Belanja modal 
meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, 
aset tak berwujud.  
Pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja keuangan daerah melalui laporan 
realisasi anggaran, apakah realisasi anggaran tersebut sudah sesuai dengan anggaran yang telah 
dibuat, sehingga akan mempengaruhi penyusunan anggaran tahun berikutnya. Semakin tinggi 
realisasi anggaran tahun lalu akan berdampak pada semakin rendahnya SiLPA. 
H1 = Realisasi Anggaran berpengaruh negatif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA). 
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Tanggal Penetapan Perda APBD 
Keterlambatan penetapan APBD dapat menimbulkan beberapa efek. Salah satunya 
adalah tidak memungkikannya pelaksanaan anggaran yang sudah dituangkan dalam APBD 
secara tuntas. Akibatnya adalah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). 
Anggaran yang diplot untuk pembiayaan pembangunan harus dikembalikan kepada negara. 
Padahal, sistem pengelolaan anggaran yang diterapkan saat ini adalah berbasis kinerja. Artinya, 
kalau sebuah SKPD tidak mampu menggunakan semua anggarannya, berarti kinerjanya lemah. 
Kesimpulan ini sebenarnya adalah bias, karena tidak terserapnya anggaran disebabkan oleh 
terlambatnya anggaran ditetapkan dan bukan terlambatnya pelaksanaan. 
Bagaimana Pemda dapat bekerja maksimal, apabila APBD baru ditetapkan di 
pertengahan tahun? Padahal, berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Perda APBD harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember TA 
sebelumnya. Dan, sesuai amanat PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana direvisi dengan PP No 
65 Tahun 2010, penyampaian Perda APBD oleh Pemda ke Menteri Keuangan paling lambat 
31 Januari TA berjalan. 
H2 = Tanggal Penetapan APBD berpengaruh positif terhadap Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SiLPA). 
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kaitan PAD dengan anggaran pembangunan yaitu sumber pembiayaan untuk anggaran 
pembangunan. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, 
dan lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah 
memberikan pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran 
pembangunan, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah 
daerah. Bentuk pelayanan publik yang berikan pemerintahan kepada masyarakat dengan 
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau 
sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran pembangunan dalam APBD tiap 
tahunnya.  
Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari 
(2007), Solikin (2007) dan Putro (2011) memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi 
Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Peningkatan investasi modal 
(belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya 
akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang 
tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan demikian, ada hubungan 
antara PAD dengan pengalokasian anggaran pembangunan.   
H3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap besaran 
Anggaran Pembangunan. 
 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal 
yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah Belanja Langsung berupa 
pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya yang di dalamnya juga terdapat 
Belanja Tidak Langsung lebih kecil dari jumlah Belanja Tidak Langsung (Panggabean, 2010). 
Sehingga banyak permasalahan misalnya tentang penggunaan dana SiLPA untuk belanja modal 
tahun sebelumnya yang belum terealisasi.  
SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk 
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, 
Ratri Paramita Laksmi dan Syamsul Hadi : Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, .... 
38 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VIII, No. 1, Desember 2013 
 
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, 
belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan 
akhir tahun anggaran belum diselesaikan.  
H4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap besaran 
Anggaran Pembangunan 
 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
Besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun ini akan 
berpengaruh pada penyusunan anggaran belanja pembangunan pada tahun yang sama. Di 
beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih di 
dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002).  
Kaitan antara DAU dengan Anggaran Pembangunan, DAU merupakan salah satu 
sumber pembiayaan untuk anggaran pembangunan guna pengadaan sarana dan prasaran dalam 
rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah kepada masyarakat. 
Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer 
APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.  
H5 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap besaran Anggaran 
Pembangunan. 
 
Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya 
Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah besaran anggaran murni tahun berikutnya. Yang dimaksud besaran anggaran murni 
tahun berikutnya adalah besaran anggaran belanja modal tahun berikutnya dikurangi SiLPA.  
 
METODE  
 
Populasi  
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemda kabupaten/kota di Jawa Tengah dan D.I 
Yogyakarta. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), data Alokasi Dana Umum (DAU), data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), 
data Tanggal Penetapan APBD dan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 
di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Kabupaten/kota yang 
terdapat pada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota. Sedangkan kabupaten/kota 
yang terdapat pada Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 5 kabupaten/kota. 
 
Sumber Data 
Data yang didapatkan adalah data sekunder runtut waktu (time series) dalam bentuk 
tahunan yang meliputi : data Pendapatan Asli Daerah (PAD), data Alokasi Dana Umum 
(DAU), data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), data Tanggal Penetapan APBD dan 
data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2007 – 2010 pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta yang bersumber  dari 
perpustakaan BPS, serta makalah dari internet yang berkaitan dengan penelitian. 
 
Pengukuran Variabel 
Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel yang akan 
diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Independent variable/variabel bebas (X) 
Merupakan variabel penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 
1999 dalam Algifari, 2003).  Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan meliputi: 
a. Pendapatan Asli Daerah (X1). 
b. Dana Alokasi Umum (X2). 
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) 
d. Realisasi Anggaran (X4) 
e. Tanggal Penetapan APBD (X5)  
2. Dependent variable/variabel tergantung (Y) 
Merupakan variabel akibat dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 1999 dalam Algifari, 
2003). Dalam penelitian ini variabel tergantung yang digunakan adalah: 
a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Y1) 
b. Besaran Anggaran Pembangunan (Y2) 
 
                         H1        H3 
               H2            H4 
            H5 
Gambar 1: Kerangka Pemikiran 
Model Penelitian 
Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model 
umum persamaan regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) dan pengolahannya 
menggunakan alat bantu statistik Microsoft Office Excel 2007.  
 
Uji Model 
Untuk dapat melakukan interpretasi statistik terhadap rasio keuangan secara individual 
terlebih dahulu harus diuji kualitas model yang diajukan. Komponen uji model tersebut terdiri 
atas: (1) Uji multikolinieritas untuk melihat adanya varianel independen yang saling 
mempengaruhi; (2) Koefisien determinasi untuk melihat kemampuan model menjelaskan 
variabel dependen; (3) Uji F untuk menjelaskan tingkat kesalahan model; dan (4)  Uji t atas 
konstanta untuk mengetahui adanya missing variable. 
 
Uji Variabel  
Untuk melakukan uji variabel digunakan Uji t, dalam pengujian ini digunakan p-value. P-
value menunjukkan tingkat kesalahan setiap variabel independen bila digunakan sebagai 
prediktor terhadap variabel independen. Analisis atau interpretasi atasi p-value harus dilakukan 
untuk setiap variabel independen termasuk intercept. Kriteria signifikansi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah:  
a. Sign < 1% = signifikan kuat 
b. Sign 1% - 4,999% = signifikan moderat 
c. Sign 5% - 10% = signifikan lemah 
d. Sign > 10% = tidak signifikan 
 
Realisasi 
Anggaran (X1) 
DAU (X5) 
 
PAD (X3) 
SiLPA (Y1, X4) 
Besaran Anggaran 
Pembangunan 
Tahun Berikutnya 
(Y2) Tanggal 
Penetapan Perda 
APBD (X2) 
Ratri Paramita Laksmi dan Syamsul Hadi : Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, .... 
40 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VIII, No. 1, Desember 2013 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif 
Deskriptif  statistik dalam penelitian ini menggunakan software Microsoft Office Excel 
2007. Deskriptif statistik atas data yang akan dianalisa perlu disampaikan untuk memberikan 
gambaran tentang data penelitian secara umum kepada para pembaca laporan (Syamsul Hadi, 
2006). Fokus paparan deskripsi adalah homogenitas dan normalitas data. 
 
Deskriptif Statistik Persamaan SiLPA 
  Realisasi Anggaran Tgl APBD  SiLPA 
Mean 118,257 Milyar 37,932 74,883 Milyar 
Median 177,788 Milyar 31 64,853 Milyar 
Standard Deviation 49,390 Milyar 41,552 39,931 Milyar 
Kurtosis 3,004 0,488 12,361 
Skewness 1,056 0,791 2,582 
 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Tabel di atas dapat diketahui bahwa standar deviasi dari SiLPA adalah Rp 39,931 
milyar dan nilai ini hanya sekitar separoh dari rata-rata. Berdasar parameter tersebut, SiLPA 
bisa dikategorikan data yang terkumpul. Fenomena ini didukung oleh nilai kurtosis yang sangat 
tinggi, yaitu 12,361 yang berarti memiliki puncak yang lancip (leptokurtik) (Syamsul Hadi, 
2006). Nilai skewness sebesar 2,582. Hal ini menunjukkan adanya kemencengan di bagian kanan 
dari distribusi data. 
 
Realisasi Anggaran Tahun  Sebelumnya 
Rata-rata realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya adalah Rp 118,257 milyar dengan 
standar deviasi sebesar Rp 49,390 milyar. Nilai standar deviasi yang kecil ini menunjukkan 
bahwa data terkumpul dan tidak memiliki data ekstrim, mengingat skewness hanya 1,056. 
 
Tanggal Penetapan Perda APBD 
Tabel di atas menunjukkan bahwa APBD ditetapkan terlambat 37,55 hari dari awal 
tahun. Penetapan tanggal ini sangat bervariasi, mengingat standar deviasinya 41,552 hari. Nilai 
kurtosis hanya 0,488; menunjukkan bahwa distribusi data yang relatif datar (platikurtik). Nilai 
skewness dari Tanggal Penetapan Perda APBD sebesar 0,791 menunjukkan bahwa tidak ada 
data ekstrim. 
 
Deskriptif Statistik Persamaan Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya 
  PAD SiLPA DAU Anggaran Murni 
Mean 66,530 Milyar 74,883 Milyar 495,602 Milyar 56,232 Milyar 
Median 61,205 Milyar 64,853 Milyar 491,030 Milyar 44,821 Milyar 
Standard Deviation 34,349 Milyar 39,931 Milyar 127,772 Milyar 45,308 Milyar 
Kurtosis 28,421 12,361 0,061 1,77 
Skewness 4,17 2,582 -0,081 1,275 
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Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Berikutnya dan Dana Alokasi Umum (DAU) 
Kedua variabel ini memiliki karakteristik yang mirip, yaitu nilai kurtosis dan skewness 
yang rendah, serta standar deviasi yang relatif rendah. Parameter ini menunjukkan datanya 
homogen dan tidak ada data ekstrim. 
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA 
Kedua variabel ini memiliki karakteristik yang mirip, yaitu nilai kurtosis dan skewness 
yang relatif tinggi, serta standar deviasi yang relatif rendah. Parameter ini menunjukkan 
datanya homogen namun memiliki data ekstrim. Data ekstim di sini bida diartikan sebagai 
sangat berbeda debfab rata-rata, tetapi masih di dalam cakupan nilai populasi. 
 
Uji Model 
Multikolinieritas 
 
Nilai VIF Persamaan SiLPA 
  Tolerance  VIF  
Realisasi Anggaran  0.995 1,005 
Tgl APBD  0.995 1,005 
 
Nilai VIF Persamaan Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya 
  Tolerance  VIF  
PAD  0,670345 1,491768403 
SiLPA 0,673735 1,484262765 
DAU 0,780307 1,281546996 
 
Berdasar kedua tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF sangat jauh dari batas 10, 
sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas. 
  
Kemampuan Model Menjelaskan  
 
Persamaan SiLPA 
Regression Statistics 
Multiple R 0,434170534 
R Square 0,188504053 
Adjusted R Square 0,17439108 
 
Persamaan Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya 
Regression Statistics 
Multiple R 0,4556235 
R Square 0,2075927 
Adjusted R Square 0,1867399 
 
Berdasarkan kedua tabel di atas, nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 
0,17439108 dan 0,1867399. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variable independen mampu 
menjelaskan 17,44% dan 18,67% perubahan variabel dependen. Pada dasarnya kedua variabel 
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dependen dalam penelitian ini tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen yang 
dimasukkan dalam model, tetapi sangat banyak. Pengambilan dua dan tiga variabel dalam 
penelitian ini adalah sebuah simplifikasi, sehingga kemampuan menjelaskan per variabel adalah 
berkisar 6% sampai 8% lebih adalah sudah sangat baik.  
 
Uji F 
Model regresi ini dapat dikatakan baik karena memiliki nilai F yang tinggi (13,357) dan 
significance F yang rendah, yaitu 6,081E-06 atau. Nilai significance F untuk kedua model ini adalah 
0,000% dan 0,000%. Nilai ini menunjukkan bahwa model sangat baik karena tingkat kesalahan 
model 0,000%. 
 
Missing Variabel 
 
Konstanta Persamaan SiLPA 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 3,201E+10 9059111488 3,533311269 0,000591977 
 
Konstanta Persamaan Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya 
  Coefficients t Stat P-value 
Intercept 33880291269 2,2281 0,0278 
 
Konstanta persamaan SiLPA pada Tabel di atas, memiliki nilai P sebesar 0,05% 
sehingga termasuk dalam kelompok signifikan kuat. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa 
model ini mengandung missing variable yang sangat kuat. Parameter ini menunjukkan kelemahan 
penelitian. Penambahan variabel lain pada penelitian berikutnya akan sangat diperlukan, 
sehingga missing variable bisa dihindari. 
Konstanta persamaan besaran anggaran pembangunan tahun berikutnya, memiliki nilai 
P sebesar 2,78%, sehingga masuk dalam kelompok signifikan moderat. Hal ini menunjukkan 
masih terdapat variabel penting yang tidak dimasukkan dalam model. Bila dibandingkan 
dengan persamaan SiLPA, tingkat signifikansi konstanta persamaan ini lebih rendah. Jumlah 
independen variabel yang lebih banyak sangat mungkin menjadi penyebab. Penambahan 
independen variabel pada penelitian mendatang sangat diharapkan untuk memperbaiki kualitas 
model. 
 
Uji Variabel 
 
Regresi Linear Berganda Persamaan SiLPA 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 3,201E+10 9059111488 3,533311269 0,000591977 
Realisasi Anggaran  0,3448356 0,068066588 5,066151137 1,56327E-06 
Tgl APBD  55251275 80907495,08 0,682894393 0,496046986 
variabel  dependen = SiLPA 
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Regresi Linear Berganda Persamaan Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya 
  Coefficients t Stat P-value 
Intercept 33880291269 2,228 0,028 
PAD 0,35 2,606 0,01 
SiLPA -0,596 -5,171 1,00604E-06 
DAU 0,088 2,634 0,096 
variabel  dependen = BAPTB 
 
Berdasarkan tabel pertama di atas, maka persamaan regresi linear berganda SiLPA 
adalah: 
SiLPA = 32008660703 + 0,345 (RATS) + 55251274,72 (TPP APBD) 
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa: 
a) Koefisien regresi Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya (RATS) 
Dari tabel hasil regresi di atas menunjukkan bahwa RATS mempunyai koefisien positif 
terhadap SiLPA, yaitu dengan koefisien regresi sebesar 0,345. Tingkat signifikansi sebesar 
1,563E-06 atau 0,00% menunjukkan bahwa RATS secara signifikan kuat mempengaruhi 
SiLPA, dengan demikian Ho ditolak. Hal ini sangat logis, karena dengan besarnya realisasi 
anggaran, maka perhatian akan semakin terpecah dan ada sebagian yang tidak tertangani 
sehingga menghasilkan SiLPA. 
Penelitian sebelumnya tentang SiLPA masih sedikit, sehingga perlu dilakukan 
penelitian kembali atas variabel ini untuk mendukung ataupun mematahkan hasil penelitian ini. 
Kelemahan lain penelitian ini adalah jangka waktu yang pendek dan terbatasnya data. 
Disarankan agar jangka waktu penelitian diperpanjang dan menggali lebih dalam lagi mengenai 
faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi SiLPA. 
b) Tanggal Penetapan Perda APBD 
Tabel hasil regresi di atas menunjukkan bahwa Tanggal Penetapan Perda APBD 
mempunyai koefisiensi positif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), tetapi tidak 
signifikan, mengingat P-value 49,604%. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel 
Tanggal Penetapam Perda APBD tidak berpengaruhi terhadap besaran SiLPA. Dengan 
demikian Ho tidak ditolak. Artinya ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD tidak 
mempengaruhi besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). 
Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan pengesahan perda APBD tersebut 
tidak berpengaruh terhadap besaran SiLPA. Hal ini dikarenakan Jawa Tengah dan D.I. 
Yogyakarta memiliki infrastruktur yang baik sehingga proyek-proyek pembangunan yang ada 
tidak memerlukan waktu yang lama. Artinya pemimpin daerah dapat mendistribusikan secara 
bersamaan kepada kepala proyek selama waktunya masih cukup.  
Hal ini mengindikasikan bahwa hasil penelitian ini tidak konsisten dengan pendapat 
Ayu (2012) yang menyebutkan bahwa keterlambatan pengesahan APBD akan berpengaruh 
terhadap pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat. Sedangkan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa SiLPA yang merupakan salah satu instrumen perekonomian masyarakat 
tidak dipengaruhi oleh waktu pengesahan APBD.  
Sangat disarankan perlunya kajian lebih lanjut mengenai pengaruh Tanggal Penentapan 
Perda APBD pada kondisi ekonomi daerah lainnya di luar wilayah jawa Tengah dan D.I 
Yogyakarta yang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan proyek-proyek 
pembangunan karena infrastruktur yang kurang baik.  
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Berdasarkan tabel kedua di atas, maka hasil perhitungan regresi linear berganda pada 
persamaan Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya adalah 
BAPTB = 33880291269 + 0,35 (PAD)  -0,596 (SiLPA) + 0,088 (DAU)  
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa: 
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Tabel hasil regresi di atas menunjukkan bahwa PAD mempunyai koefisien regresi 
positif terhadap BAPTB (Anggaran Murni). Nilai P atas variabel ini adalah 1,03% sehingga 
masuk dalam kelompok signifikan moderat. Dengan demikian Ho ditolak, atau PAD 
berpengaruh positif terhadap BAPTB. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007), 
Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Ardhani (2011). Namun penelitian ini bertentangan 
Putro (2011) maupun Abdullah & Halim (2006). Perbedaan ini disebabkan tidak 
dimasukkannya variabel SiLPA. 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan berupa keterbatasan data, dan belum bisa 
mendapatkan data pendukung berupa seberapa besar muatan politis yang terkandung pada 
saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh DPRD. Disarankan agar lebih 
dalam lagi data pendukung lainnya. 
b) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Tabel hasil regresi di atas menunjukkan bahwa Sisa SiLPA mempunyai koefisien 
regresi negatif terhadap BAPTB dengan P-value < 1% yaitu sebesar 1,006E-06 atau 0,001%. 
Dengan demikian, BAPTB dipengaruhi secara negatif dan kuat oleh SiLPA, dan Ho ditolak. 
Semakin besar SiLPA tahun ini akan sangat signifikan menurunkan besaran Anggaran Murni 
tahun berikutnya. Hal ini sangat wajar, karena adanya keinginan yang sangat besar untuk 
menyelesaikan terlebih dahulu rencana yang sedang berjalan, baru melaksanakan rencana baru. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) serta 
Kusnandar dan Siswantoro (2012).  
c) Dana Alokasi Umum (DAU) 
Tabel hasil regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai 
koefisien regresi positif terhadap BAPTB yaitu sebesar 0,088. DAU secara signifikan lemah 
mempengaruhi BAPTB karena memiliki p-value < 10% yaitu 9,6%.  Dengan demikian Ho 
ditolak. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan Harianto dan Adi (2007), Putro (2011), Darwanto 
dan Yustikasari (2007) dan Solikih (2007). Namun tidak sesuai dengan Kusnandar dan 
Siswantoro (2012). Perbedaan disebabkan oleh perbedaan olbyek penelitian. 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan berupa keterbatasan data, dan belum bisa 
mendapatkan data pendukung berupa seberapa besar muatan politis yang terkandung pada 
saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh DPRD. Disarankan agar 
menggali lebih dalam lagi data pendukung lainnya. 
 
SIMPULAN 
 
Hasil dari penelitian menunjukkan variabel SiLPA dipengaruhi oleh Realisasi Anggaran 
namun tidak dipengaruhi oleh Tanggal Penetapan Perda APBD. Sedangkan Besaran Anggaran 
Pembangunan Tahun Berikutnya dipengaruhi paling kuat oleh SiLPA dan dipengaruhi secara 
moderat oleh PAD. Besaran Anggaran Pembangunan Tahun Berikutnya dipengaruihi secara 
lemah (nyaris tidak signifikan) oleh DAU. 
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